KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR   160 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN 

SE-KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. Bahwa bedasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 55 Tahun 2000 Tentang Pembentukan dan Organisasi kecamatan se-Kabupaten Bantul penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan diatur oleh Bupati;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Bantul;

Mengingat :      1.  Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta;(Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 (Berita Nrgara RI tanggal 14 agustus 1950);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  27 tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 14 Tahun 2000);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  28 tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 15 Tahun 2000);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  55 tahun 2000 tentang Pembentukan dan organisasi Kecamatan se-Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 42);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN SE-KABUPATEN BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah kabupaten Bantul;

5. Kecamatan adalah Kecamatan se- kabupaten Bantul yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan yaitu kecamatan srandakan, Sanden, Pajangan, sedayu, Pundak, kasihan, Bantul, BambangLipura, Kretek, Pundong, sewon, Jetis, Imogiri, Dlingo, pleret, BangunTapan dan Piyungan;

6. camat adalah kepala kecamatan Se-Kabupaten Bantul;

7. Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan badan Pengawasan daerah  yang meliputi Bagian dan sub Dinas, Sub bagian, Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II

PENJABARAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretaris Kecamatan

Pasal 2

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas menyusun program dan rencana kegiatan kecamatan, pengendalian dan evaluasi, pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perpustakaan, rumah tangga, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi, menyusun produk hukum Kecamatan, membuat laporan dan melaksanakanpelayanan administrasi kepada semua unit kerja serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, Sekretaris Kecamatan  mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan rencana kegiatan kecamatan serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya;

b. Penyelenggaraan urusan Tata Usaha, administrasi kepegawaian,perlengkapan dan rumah tangga;

c. Penyelenggaraan urusan keuangan;

d. Pengumpulan dan pengolahan data informasi;

e. Pengumpulan produk hukum kecamatan;

f. Penyusunan laporan kegiatan kecamatan;

g. Pelayanan administrasi kepada semua unit kerja;

.

Bagian Kedua

Seksi Pemerintahan

Pasal 4

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyusun rencana dan program serta melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di Kecamatan, fasilitator pemerintah Desa, bimbingan teknis administrasi desa, membantu dan monitoring pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi daerah, melaksanakan administrasi kependudukan dan transmigrasi, laporan penduduk serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai bidang tugasnya. 

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, seksi pemerintahan  mempunyai tugas :

a. Penyusunan rencana dan program serta pelaksaan kebijaksanaan pemerintah daerah di kecamatan;

b. Pelaksanaan fasilitas pemerintah desa;

c. Pelaksanaan bimbingan teknis administrasi desa;

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta membantu pungutan pajak dan retribusi daerah;

e. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan transmigrasi;

f. Penyusunan laporan penduduk.

Bagian Ketiga

Seksi ekonomi dan Pembangunan

Pasal 6

Seksi ekonomi dan Pembangunan  mempunyai  tugas melakukan perencanaan dan penyusunan program fasilitas pemberdayaan perekonomian mayarakat, peningkatan produksi dan distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan industri kecil,rekomendasi perijinan ,monitoring laporan harga bahan pokok, melakukan perencanaan dan penyusunan program pembangunan saran adan prasarana fisik pedesaan dan perkotaan, pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai bidang tugasnya. 

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6, Seksi ekonomi dan Pembangunan  mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program serta pelaksanan fasilitasi pemberdayaan perekonomian masyarakat;

b. Penyusunan rencana dan program serta pelaksanan fasilitasi peningkatan produksi dan distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan industri kecil;

c. Pelaksanaan monitoring laporan harga bahan pokok;

d. Penyusunan rencana dan pembangunan sarana dan prasarana fisik pedesaan dan perkotaan;

e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembangunan.

Bagian Keempat

Seksi Kemasyarakatan

Pasal 8

Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyusun rencana dan program serta melaksanakan pelayanan bantuan dan social, fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olar raga, pendidikan dan kebudayaan, pemberdayaan perempuan, kehidupan keagamaa, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai bidang tugasnya. 

Pasal  9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8, Seksi Kemasyarakatn  mempunyai fungsi :

a. penyusunan progaram dan rencana kegiatan di bidang kemasyarakatan;

b. pelaksanaan pelayanan dan bantuan social;

c. pelaksanaan fasilitasi kegiatan kepemudaan olah raga, pendidikan dan kebudayaan, pemberdayaan perempuan, kehidupan keagamaan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan masyarakat.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Umum

Pasal 10

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyusun rencana dan program serta melaksanakan koordinasi pelayanan umum dan bimbingan teknis pelayanan umum serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai bidang tugasnya. 

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program pelayanan umum;

b. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis pelayanan umum;

c. Pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis pelayanan umum pemerintahan desa;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan pelayanan umum.

Bagian Keenam

Seksi Lingkungan Hidup

Pasal 12

Seksi Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyusun rencana dan program serta melaksanakan kegiatan penyuluhan kebersihan dan kesehatan lingkungan, penghijauan ,pengendaliandampak lingkungan, penyelamatan lingkungan, dan kerusakan alam, bimbingan teknis keserasian lingkungan dan kelestarian alam serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai bidang tugasnya. 

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12, Seksi Lingkungan Hidup  mempunyai tugas :

a. Penyusunan rencana program dan lingkungan hidu;

b. Pelaksanaan penyuluhan kebersihan dan kesehatan lingkungan;

c. Pelaksanaan penghijauan dan penyelamatan lingkunagndari kerusakan alam;

d. Pengendalian dampak lingkungan;

e. Pelaksanaan bimbingan teknis kelestarian lingkungan dan kelestarian alam;

f. Pelaksanana monitoring evaluasi dan laporan kegiatan lingkungan hidup.

Bagian Ketujuh

Seksi Pertanahan

Pasal 14

Seksi Pertanahan mempunyai tugas menyusun rencana dan program serta melaksanakan administrasi pertanahan, rekomendasi perubahan status tanah dan dan penggunaan tanah, pelayanan administrasi tanah dan perubahan atas hak tanah, melkasanakan bimbingan teknis dan penyuluhan bidang pertanhana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai bidang tugasnya. 

.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud pasal 14, Seksi Pertanahan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program pertanahan;

b. Pelaksanaan administrasi pemerintahan;

c. Pelayanan rekomendasi perubahan status tanah dan perubahan penggunaan tanah;

d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan bidang pertanahan;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan pertanahan.

Bagian Kedelapan

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 16

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyusun rencana dan program, melaksanakan ketentraman dan ketertiban, pembinaan ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai bidang tugasnya. 

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 16, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program ketentraman dan ketertiban;

b. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban;

c. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan ketentraman dan ketertiban;

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 18

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas khusus membangtu Kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.

(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah petugas dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;

(3) Jumlah petugas jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Pembinaan terhadap petugas jabatan fungsianol dilakuklan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB III

URAIAN TUGAS
Pasal 19

Uarai tugas masing-masing unit kerja diatur tesendiri dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

(1) SEKRETARIS Kecamatan mewakili camat dalam tugas-tugas harian apabila camat berhalangan;

(2) Kepala seksi ketentraman dan ketertiban sekaligus sebagai Kepala Polisi Pamong Praja Kecamatan yang secara fungsional dibina oleh kepala Kntor satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;

BAB V

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Keputusan ini diadakan penyesuaian.

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.










       Ditetapkan di Bantul










       Pada tanggal 8 Mei 2001











BUPATI BANTUL,










          M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 21 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,






A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI D NOMOR 40 TAHUN 2001

